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ABSTRAK

Perkembangan Hukum Islam di masa Kerajaan Islam (abad XVII —
XVIII) mengalami kejayaan, menjadi hukum yang hidup dan merupakan
hukum positip di Nusantara. Perkembangan Hukum Islam di masa
Penjajahan Belanda (1760-1942) mengalami pasang surut. Per-
kembangan Hukum Islam di masa Penjajahan Jepang (1942-1945) tidak
nampak. Namun ada perubahan terlihat dari struktur kelembagaan
peradilan agama Islam menjadi lembaga peradilan yang melayani
semua golongan masyarakat. Perkembangan Hukum Islam di masa Orde
Lama (1945-1965). Awal kekuasaan Soekarno, hukum Islam menjadi
hukum positip dengan Piagam Jakarta yang ditandai dengan tujuh kata;
....dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya.
Perjuangan legislasi hukum Islam mulai surut pada saat team sukses
golongan Islam tidak mampu mempertahankan tujuh kata terakhir,
sehingga sangat sulit untuk menstransformasikan hukum Islam dalam
bingkai konstitusi Negara. Perkembangan Hukum Islam di Masa Orde
Baru (1966-1998). Awal kekuasaan Soeharto sampai pada awal 1970-
an perkembangan hukum Islam mengalami surut. Hal ini disebabkan
strategi politik Soeharto masih mengikuti politik Kolonial Belanda yang
berakibat hubungan politik pemerintah dengan umat Islam menjadi tidak
harmunis. Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Orde Reformasi
(1998-sekarang) mengalami perkembangan yang berarti, ini terbukti
dengan diundangkannya UU No.38 Tahun 1999 tentang zakat, UU No.
17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Haji, UU No. 36 tahun 2006
tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.
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Sementara dibidang Muamalat (hukum Ekonomi Is;lam) adalah UU
No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU no. 7 tahun 1992 tentang
Perbankan yang memberi peluang bagi perkembangan perbankan Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, konfigurasi, politik

Pendahuluan

Mengkaji hukum dalam tatanan
politik di Indonesa merupakan kajian
yang tidak terlepas dari perdebatan
(konflik) antara Islam dan politik (
Agamadan Negara) yang berlangsung
cukup lama. Disatu pihak (mayoritas)
menghendaki implementasi nilai-nilai
|dam dalam kehidupan Negara. Semen-
tara yang lain menghendaki Negara
terpisah dari agama (politik sekuler).
Golongan ini meskipun didukung oleh
minoritas, tetapi secarapolitik sangat
kuat, dan gerakannyaselau mencurigai
dan mecekal setiap ada aide pengun-
dangan hukum Islam dengan alasan
klasik ingin mendirikan Negaralslam,
kondis ini yang membuat umat Idam di
Indonesianyaris sebagai pengembara
politik.t

Daam dinamika sosial politik.
“mitos kemayoritasan” ternyatatidak
membuat posis |dam dapat memenang-

kan percaturan politik dalam mengisi
ruang dandimens hukumdi Republikini.
Namunjustru secarasogd politik, Idam
seldumendapat perlawanan dan bahkan
beradadalam tekanan kenddi politik dlit
penguasa yang mengutamakan pen-
dekatan pluralisdan modernisas pem-
bangunan,? dan ini berpengaruh besar
bagi perkembangan hukumIdamdaam
tataran politik di Indonesia®

Strategi sosial politik Soeharto
terhadap hukum tidak jauh berbeda
dengan politik kolonid Belanda, dengan
meminjamigtilahArief Budiman“Idam
BudayaYes, Idam Politik No” .* Strateg
ini yangdipiliholehrezimordebaru, yang
secaraketat membatas setiap kegiatan
politik hukum Islam. Politik Islam
Soeharto lebih memilih dan memberi
kesempatan dalam Idam ibadah, seperti
puasa, zakat, hagji dan pembangunan
saranaibadah. Sementara aspek mua-
malah yang berdimensi politik sering

1 M. Rusli Karim, Negara dan Peminggiran Politik : Studi Kajian Mengenai Implikasi Kebijakan
Pembangunan bagi keberadaan ““Islam Pilitik™ di Indonesia Era 1970-an dan 1980-an, Yogyakarta:

TiaraWacana, 1998, hal. 19.

2 Abdul Halim, Politik Hukum Islam di Indonesia, Jakarta; Ciputat Press, 2005, hal. 2

% Ibid.

4Umat 1slam diberi kebebasan beribadah seperti sholat, puasa, zakat dan haji dan dilarang melakukan
kegiatan politik karenaakan mengganggu stabilitas politik Negara (ceramah Arief Budiman padakuliah

perdana Pasca sarjana UM S tahun 1999).
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mengesampingkan bahkan menying-
kirkan karena khawatir mengganggu
kelestarian kekuasaannya, termasuk
daam aspek mengangkat gjaran hukum
Islam menjadi hukum Nasional sangat
dibatasi. Seringkali kebijakan pem-
bangunanyang digagaspemerintah meru-
gikan perkembangan hukum Islam
dengan alasan yang sederhana yaitu
pembangunan pragmatis material dan
mengabaikan pertimbangan eval uatif
normatif hukumldam.®

Motivas politik pemerintah me-
ngedepankan nilai-nilai sekuler dengan
dalih hukum Idamtidak relevan dengan
kondis sosd sartapertimbanganplurdis
yang terdapat dimasyarakat, sehingga
Setigp kebijakan politik hukum dibentuk
dan diarahkan untuk mengurangi peran
hukum Agama. Alasan lain, pem-
bangunan hukum Orde Baru mengem-
bangkan konsep kesatuan hukum nasio-
na dengan pertimbanganrasond, bahwa
keragaman masyarakat Indonesiayang
secara politis keagamaannya harus
diperhatikan. Karenaitu OrdeBaruingin
menci ptakan suatu s stem hukum, politik
dan budaya yang dapat diterimaoleh
semuapihak, yakni didasarkan kepada
Undang-Undang Dasar 1945 dan berda-
sarkan Pancasila®

Dampak dari sistem politik Orde
Baru tersebut menjadikan otonomi

hukum di Indonesiacenderung lemah,
terutama jika ia berhadapan dengan
subsistem palitik, hukum selalau kalah
dibandingkan politik.” Politik sering
mengintervens hukum (tak terkecuali
hukum Idlam), politik manayang lebih
dominan, makaaspiras hukumnyayang
akantersdurkan. Bilaenergi politik Idam
yang dominan, maka hukum Islam
mempunyai peluang yang besar dalam
legidas hukumlidam.

Berdasarkan uraian diatas, perma
sdahanyang akan dibahasddamtulisan
ini adalah bagaimana perkembangan
hukum dari masakergjaan Idam sampai
ordereformas dan pengaruh konfiguras
politik terhadap perkembangan kebera-
daan hukumIdamdi Indonesia

Pendekatan yang digunakan ada-
lah sosio historis dan politis yuridis.
Pendekatan sosio historis digunakan
untuk mencermati perjalanan sgjarah
perkembangan hukum Idamdari kurun
wakiu (masakergaan Idam sampa masa
orde reformasi). Pendekatan politis
yuridisdipaka untuk melihat kondid atau
konfiguras politik yang me atarbel akangi
perkembangan keberadaan hukum
Idam. Pengumpulkan datalewat kepus-
takaan berupa buku, hasil penelitian,
makalah yang sesual dengan temabaha
san. Sifat dari kgjianini adal ah deskriptif
analitis, yaitu berusaha memaparkan

5NurcholisMgjid, Islam, Kerakyatan dan Ke-Indonesiaan Pikiran-Pikiran Nurcholis Majid Muda

,Bandung; Mizan, 1996, hal. 35-36.
5 Abdul halim, Op.Cit. hal . X XI

7 Satjipto Raharjo. 1985, Beberapa Pemikiran tentang Ancangan antar Disiplin dalam pembinaan

Hukum Nasional, Bandung ; Sinar Baru, hal. 71
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fenomenadan politik yang terjadi apa
adanya, kemudian menarik kesmpulan
berdasarkan penilaian terhadap ferno-
menatersebut.

Tulisanini bertujuan untuk menge-
tahui dan memahami (1) perkembangan
hukum Idlam dari kurun waktu (masa
kergaan |dam sampa masaorderefor-
meas). (2) konfigurag palitik yangmeatar-
belakangi perkembangan keberadaan
hukum Idam. Penulisan ini, jugauntuk
menguji teori hukum yang menyatakan
bahwa; Pertama, ada hubungan erat
antarakonfiguras politik dengan produk
hukumZ2Kedua, poss hukumIdamsangat
dipengaruhi oleh polahubungan politik
antarapenguasadenganumeat [Idam.®

Konfigurasi Politik dan Hukum Islam

Ddam mdihat keberadaan hukum
Islam di Indonesia, tidak terlepas dari
kondis politik yang mel atar-bel akangi
perkembangan hukumIdam. Oleh sebab
itu, kgianini perlu dikemukakan kerang-
kapikir dari topik bahasan, yang seti-
daknyaadatigakonsep utamayang perlu
dijelaskan yaitu konfigurasi politik,
karakter hukum produk hukum dan
hukumIdam.

1. Konfigurasi Politik
Daam kajian ini, akan meng-
gunakan teori hukum dari Muhammad

8 Moh. Mahmud MD, Loc.Cit.
9 Abdul Azis Thoba, Loc.Cit.

Mahfud MD yang menyatakan hukum
merupakan produk politik, sehingga
karakter setigp produk hukum akan
sangat ditentukan atau diwarnai oleh
imbangan kekuatan atau konfiguras
politik yang mel ahirkannya. Asumsi ini
dipilih berdasarkan kenyataan bahwa
setigp produk hukum merupakan kepu-
tusan politik, sehingga hukum dapat
dilihat sebagai kristalisas dari pemikiran
politik yang saling berinteraksi di-
kalangan para politisi.® Abdul Aziz
Thoba memberikan suatu teori yang
menya-takan bahwaeksistensi hukum
Idam sangat dipengaruhi atau ditentukan
oleh pola hubungan politik antara
pemerintah dengan Umat Islam. Dia
membagi polahubungan politik menjadi
tiga, yaitu polahubungan antagonistik,
resiprokal kritisdan akomodatif.*
Konfiguras politik adalah sebagai
susunan dan konstelasi kekuatan politik
yang secaradikhotomisdibagi menjadi
dua konsep, yaitu konfigurasi politik
demokratis/ dan konfigurasi politik
otoriter. Konfiguras politik demokratis
adalah susunan sistem politik yang
membukakesempatan (peluang) bagi
partspas rakyat secaramaksmal untuk
turut aktif menentukan kebijakan Nega-
ra. Dilihat dari hubungan pemerintah
rakyat dengan wakil rakyat, dalam
konfiguas politik demokratisini terdapat

10 Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Jakarta; LP3S, 1998, hal. 4
1 Abdul Azis Thoba, Islam dan Negara Dalam Politik Orde baru, Jakarta; Gema Insani Press,

1996, hal. 258.
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kebebasan rakyat untuk menyampaikan
kritik terhadap pemerintah.? Konfiguras
politik demokratisakan mel ahirkan pola
hubungan politik antara pemerintah
dengan rakyat menjadi harmonis (ako-
modatif).t

Konfiguras Politik Otoriter addah
susunan system politik yang menem-
patkan padaposis dominan (berperan
aktif danintervens onius) dalam penen-
tuan hampir semuakebijakan Negara.*
Sedangkan konfiguarasi politik demo-
kras ditandai dengan peran aktif parpol
dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam
menentukan hukum atau politik nasiond,
pel aksnaan hukum dijunjung tinggi dan
ditempatkan padatempat semestinya.
Peran eksekutif tidak dominan dan
tunduk padakemauan rakyat dan hukum
yang hidup di masyarakat. Konfiguras
politik otoriter ditandai dengan dominas
pemerintah dalam menentukan atau
politiok nasional dan memperkecil
peranan wakil rakyat, tidak memper-
hatikan hukum dan kesadaran hukum
yang hidup dimasyarakat.®

Konfiguras politik otoriter akan
membuahkan pola hubungan politik
antara pemerintah dsengan rakyat
menjadi tidak harmonis (antagonis-
tik).**K arakter produk hukum respon-

2 Moh, Mahfud, MD, Op.Cit., hal. 24.
13 Abdul Azis Thoba, Loc.Cit.

4 Moh. Mahfud MD, Op.Cit., hal. 25.
15 |bid.

16 Abdul Azis Thoba, Loc.Cit.

sive mencerminkan rasakeadilan dan
memenuhi harapan masyarakat. Proses
opembuatan mengundang secaraterbuka
partspoas dan aspiras masyarakat, dan
lembaga hukum, hukum diberi funs
sebagai dat pel aksanarakyat.

Produk hukum konservatif men-
cerminkanvis politik pemegang kekua
saan dominan, sehingga pembuatannya
tidek mengundang partispas danaspires
masyarakat secaraterbuka. Jkaprose-
dur ini terjadi, biasanyalebih bersifat
formditis. Lembagaperadilan dan hukum
biasanyadiberti fungs sebagai pelak-
sanaanideologi dan program pemerintah.
Sedang rumuan materi atau isinya
biasanyabersfat pokok-pokok sehingga
dapat diinterpretasi oleh pemerintah
menurut visi dan kehendaknyasendiri
dengan berbagai peraturan pelak-
sanaan.'’

Berdasrkan penjelasan teori dari
Moh. Mahfud MD, dapatlah diambil
suatu thesa bahwakonfigurasi politik
yang demokratis akan melahirkan
produk hukum yang berkarakter res-
ponsif. Sementarakonfiguras otoriter
akan melahirkan produk hukum yang
berkarakter konservatif. Jikadipadukan
dengan teori Abdul azis Thoba akan
membuahkan suatu thesa bahwa pola

17 SuryaAnoraga, Konfigurasi Politik dan Karakter Hukum (ringkasan disertasi doctor), Yogyakarta,

UGM 1993,, hal. 9-10
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hubungan politik yang akomodatif akan
membuahkan konfigurasi politik yang
demokratif yang akan menjadikan posis
hukum terakomodasi dan melahirkan
produk hukum yang responsif dan pola
hubungan yang antagonistik akan mem-
buahkan konfiguras politik otoriter yang
akan menjadikan posis hukumtermar-
gind dan mdahirkan produk hukumyang
konservatif.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah norma-
normahukum yang terdapat dalam al-
Qur’ andand-Hadits(wahyuAllah) yang
belum melibatkan dayanaar manusia
dannorma-normahukumyangdihaslkan
oleh dayanaar manusia(fighijtihadi)
sebagal pengembangan pemahaman al-
Qur’andan a-Haditsyang disesuaikan
dengan kondis sosia dan budaya.’®

Hukum Idamdi Indonesiadapat
dipahami sebaga norma-normahukum
yang dihasilkan dari pemahaman al-
Qur’andan a-Haditsyang disesuaikan
dengankondis sosa budayalndonesia,
yang oleh Hashi Ash-Shiddiegiedissbut
denganfigh Indonesa Beberapaproduk
hukum Islam di Indonesia seperti
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tenatng Perkawinan, Undang-Undang
No. 7 Tahun PeradilanAgama, Kompilas

Hukum Islam, Undang-Undang No.2
Tahun 1992 tentang Perbankan, Un-
dang-Undang No. 10 Tahun 1998
tentang perubahan atasUndang-Undang
No. 2 tahun 1992 tentang perbankan
yang memperkuat posisi hukum Mua-
malat Idam, khususnyaHukum Ekonomi
Idamn. Undang-Undang No. 38 Tahun
1999 tentang zakat, dan Undang-
Undang No. 17 tahun 1999 tentang
peyelenggaraan hgji dan masih banyak
leag.

Hukum Islam Masa Kerajaan Islam
(Abad XVII - XIX).

Sgjarah perkembangan hukum
Islam di Indonesia sebenarnya dapat
dibacamulai dari masuknyalslam ke
negeri ini. Isam masuk ke Indonesia
padaabad | H atau abad V11 M* yang
dibawa ol eh pedagang-pedagang arab.?
Secarasosiologisdan cultural, hukum
|dam telah menyatu dan menjadi hukum
yang hidup. Di beberapadaerah, seperti
Aceh, Sulawes Selatan, Miangkabau,
Riau, dan Padang, hukum Idamditerima
tanpareserve, sedergad dengan hukum
adat atautradis lduhur setempat. Hal ini
dapat dibuktikan dengan adanyapepatah
yang mengatakan adat bersendi syara,
syara bersendi kitabullah. Keduanya
merefleksikan bagaimana kental dan

18 Satria Effendi, Figh Indonesia Dalam Tantangan, Surakarta, FAl —UMS, 1991, hal. 24-25.
% Endang Saifuddin Anshori, Wawasan Islam ; Pokok-pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya,

Jakarta; Rgjawali Pers, 1991, hal. 253.

2 Azymadi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara XVII1-XVI1I, Bandung

; Mizan, 1994, hal. 24-36.
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menyatunya hubungan antara hukum
|slam dengan adat setempat.Z Tidaklah
berlebihanjikaeraini adaah eradi mana
hukum Idam untuk pertamakali masuk
kewilayah Indonesia.??

Menarik untuk dicerméti, perkem-
bangan hukum Idam di Indonesiapada
masa-masa menjelang abad XVIlI,
XVIII, dan XIX, baik pada tataran
Intelektua dalam bentuk pemikiran dan
kitab-kitab,? juga dalam praktek
keagamaan dapat dikatakan cukup baik.
Dikatakan cukup baik, karenahukum
Islam dipraktekkan oleh masyarakat
dalam bentuk yang hampir dapat dika-
takan sempurna, mencakup masalah
muamalah, ahwal al-Syahshiyyah, per-
adilan, dan tentu sgja dalam masalah
ibadah. Tidak hanyaitu, bahkan hukum
Idammenjadi Sgem hukummeandiri yang
digunakan di Kergjaan-Kergjaan Idam

Nusantara.®

Berdasarkan berdirinyakerg aan-
kerajaan Islam, wewenang kekuasaan
yang sdamaini dijdankan olehlembaga-
lembagatahkim dipindahkan dan dibe-
rikan kepadapengadilan. Hal ini dimak-
sudkan agar hukum Islam benar-benar
dapat ditegakkan dan sekaligus meru-
pakan penjabaran lebih lanjut dari
aktivitas keulamaan dalam memberi
layanan keagamaan masyarakat.?
Dengan demikian, muncullah berbagai
lembagapengadilan Idam di beberapa
tempat, diantaranyaPengadilan Serambi
di Jawa, Mahkamah Syar’iyyah di
Sumatera, dan Kerapatan gadhi di
Banjar dan Pontianak. Lembaga-lem-
bagapengadilanini tidak hanyamenun-
taskan persoalan perdata sgja, akan
tetapi dalam batas tertentu menangani
persoalan pidana.?® Tidak salah jika

2 Taufig Abdullah, “Adat dan Islam: Suatu Tinjauan Tentang Konflik di Minangkavau”, dalam
TaufiqAbdullah (ed), Sejarah dan Masyarakat; Lintasan Historis Islam di Indonesia, Jakarta; Pustaka

Firdaus, 1987, hal. 104-127

2 Amiur Nurudin, Azharti Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta ; Kencana,

2004, hal. 3

= seperti kitab Sirat al-Mustagim yang ditulis oleh Nurudin ar Raniri (abad XV 1) merupakan buku

hukum Islam pertama yang disebarkan ke seluruh nusantara. Lihat Karel Ateenbiring, 1995, Kawan
Dalam Pertikaian ;Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1942-1956 M), hal. 187-189,
dikutip oleh Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, dalam Ibid., hal. 4. Kitab Sabil al-Muhtadin Li
Tfagah fi Amr al-Din yang ditulis oleh Syech Arsyad al-Banjari (abad XV 111) merupakan kitab hukum
yang bercorak Syafi’iyyah, yang dijadikan pedoman untuk menyelesaikan sengketa di kesultanan
Banjar (lihat Azyumadi Azra, Op.Cit., hal. 200) Kitab al-Mu’in al Mubin, Mabadi’ Awwaliyyah, as-
Salam dan al-bayan karya Hamid Hakim (abad X1X) merupakan kitab figh dan ushul figh, tidak saja
dipelgjari dipesantren Minangkabau, tetapi jugadipelgjari di Malaysiadan Thailan Selatan (lihat Marzuki
Wahid dan AgusWahid, Figh Madzhab Negara : Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia, Yogyaarta;
LKIS, hal.123.

2 Mohammad Idris Ramulyo, Azas-Azas Hukum Islam Sejarah Timbul Dan Perkembangannya,
Jakarta; Sinar Grafika, 1997, hal. 38.

% Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia : Akar Sejarah dan Perspeknya,
Jakarta;; Gema Insani Press, 1996, hal. 78.

% Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia, Yogyakarta: LKIS, 2004, hal. 49
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dikatakan padamasaitu jauh sebelum
Belanda menancapkan kakinya di
Indonesia, hukum Idammenjadi hukum
Positif di Indonesia?

Fenomena hukum Idam sebagai
hukum yang hidup di Masyarakat,
denganrgja(sultan) sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi, telah melahirkan
satu teori kredo atau syahadat di
kalangan pemerhati hukum Idam. Teori
ini sEsungguhnyamerupakan lanjutan dari
pringptauhid ddamfilsafat hukumidam,
mengharuskan pdaksanaanhukumidam
oleh merekayang telah mengucapkan
dua kalimat syahadat. Hal ini sesuai
dengan teori otoritas hukum Islam,
sebagaimanadigagasolehH.A.R. Gibb,
bahwa orang telah menerima Islam
sebagai agamanya berarti ia telah
menerimaotoritashukum hukum Idam
atasdirinya®

Hukum Islam Masa Penjajahan
Belanda (1760-1942)

Méelihat keberadaan hukumIdam
dimasa kergjaan Islam, yang telah
dijaankan dengan penuh kesadaran oleh
pemduknyasebagai refleks dan pantulan
atas penerimaan | slam sebagai agama
yang diyakininyatel ah mendorong pihak
kolonial Belanda, ketika pertamakali
datang di Indonesiapadaabad ke 17 M,
untuk mengakui eksistens hukum Idam.

2 Mohammad Idris Ramul;yo, Loc.Cit.

Bahkantelah cukuplamadiamtidak ikut
campur sama sekali. Belanda mulai
mengel uarkan kebijakannyaterhadap
keberadaan hukum Idam, meldui kantor
dagang BelandaVVOC (1602-1880 M),
pada tanggal 25 Mei 1760 dikeluar-
kanlah Resolutie der Indshe Regeering
yang berisi ketentuan diberlakukannya
sekumpulan aturan hukum perkawinan
dan hukum kewarisan menurut hukum
|dam untuk dipergunakan padapenga-
dilan VOC bagi orang Indonesia.
Resolusi ini dikenal dengan Compen-
dium Friyer dan sekaligus dapatlah
dikatakan sebagai legidas hukumIidam
pertamadi Indonesia.® Hal ini terbukti
di daerah Cirebon telah dikenal sebuah
produk legidas yang disebut Pepakem
Cirebon, dan sebelumnya telah ada
Babad Tanah Jawa dan Babad Mata-
ram, sebuah kitab undang-undang yang
iSnyabanyak mengadops aturan hukum
Idam. Bukti laindari keberadaanlegidas
hukum Islam pada zaman kolonial
Belandaterlihat dengan adanya Mog-
harrer atau lengkapnyaCompendium
der Voornamshe Javaanche Wetten
Naukering Getrokken Uit Het Mo-
hammaedaanche Wetboek Mogharrer
yang Materinyadiambil dari kitab al-
Muharrar karyalmamRifa i yang secara
subtang beris hukum Pidanaldamdan
adat, yang dipaka di deerah Karesidenan

% HAR. Gibb, Aliran-Aliran Modern Dalam Islam, terj. Mahnun Husein, Jakarta ; Raja Grafika

Persada, 1993, hal. 145-146.

2 Mohammad Idris Ramulyo, Op.Cit. hal. 49
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Semarang Jawa Tengah.®

Politik kolonial Belandasebenar-
nyacukup menguntungkan posis hukum
Idam, setidaknyasampail akhir abad ke
19 M, dengan dikeluarkannya Staats-
blad No. 152 tahun 1882 yang mengatur
sekaligus mengakui adanya Peradilan
Agamadi Jawadan Madura, merupakan
indikas kuat diterimahukumIidamoleh
pemerintah Belanda. Dalam Situadi ini
muncul teori Receptie in Complexu yang
dikembangkan oleh Lodewijk Willem
Christian Van den Berg (1845-1927),
yang berarti bahwaorang Islam Indo-
nesiatelah melakukan resepsi hukum
Idam dalam kesd uruhannyadan sebagal
satu kesatuan, atau dengan kata lain
hukum mengikuti agamayang dianut
seseorang. Jkaorangitumemeuk agama
Islam, hukum Islamlah yang berlaku
baginya®

Seiring adanya perubahan orien-
tasi politik yang cukup signifikan,
Belandamula melakukan peyempitan
bagi ruang, gerak dan perkembangan
hukum Islam. Fenomenaini jugabias
dianggap sebagai upayauntuk menge-
liminas perkembanganlegidas hukum
Idam di Indoensia, yang tanpadidasari
ternyata semakin mengokohkan eksis-
tensi Belanda sendiri. Setidaknya
perubahan sikap Belandadapat dilihat

dari tigasd, yaitu pertama, menguasai
Indonesiasebagal wilayahyang memiliki
sumber daya alam yang cukup kaya.
Kedua, menghilangkan pengaruh Idam
dari sebagian besar orang Indonesia
dengan proyek Kristenisasi. Ketiga,
keinginan Belandauntuk menerapkan
apayang disebut dengan politik hukum
yang sadar terhadap Indonesia.®? Per-
ubahan orientas palitikiini telah mengan-
tarkansatupog g krigsbagi hukumIidam,
dalam arti bahwakeberadaannyadiang-
gap tidak lagi menguntungkan bagi
kepentingan politik kolonial Belanda.
Merekamenyadari bahwajikahukum
Islam dibiarkan terus berkembang dan
dianut oleh masyarakat luas, akan
menghambat ekspans danjugasosdisas
(dakwah) agamamereka. Medui ideini
yang dikemasda am konsep Het Indiche
Adatrecht dengan tokoh intel ektualnya
Christian Snouck Hurgronje yang
sdlanjutnyadikembangkan secarailmiyah
oleh C.Van Vollen Hoven dan ter Har
Bzn, yang kemudiandikend denganteori
Receptie, Pemerintah Belanda me-
lakukan upaya penyempitan terhadap
keberlakuan hukum Idam. Menurut teori
ini, hukum yang berlaku bagi umat Idam
adalah hukum adat mreke masing-
masing. Hukum Id am dapat berlaku bagi
umat |dlam apabilatelah direseps oleh

% Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta, Bulan Bintang,

1976, hal. 11-12.

81 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam ; Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1993, hal. 219.
%2 Agib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, LP3ES, 1996, hal. 9-64
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hukum adat. Hukum adatlah yang
menentukan adatidaknyahukumldam.®
Teori ini mucul karena Hurgronye
khawzetir terhadap pengaruh Pan Idamis-
me yang dipelopori Jamaluddin al-
Afghani di Inonesia. Jika umat Islam
mengamakan garan agamanyaterutama
sistem hukumnya secaramenyeluruh,
umat 1dlam akan menjadi kuat dan sulit
dipengaruhi atau dijgjah oleh Belanda.*
Secaraumum strategi politik Hurgronje
didasarkan pada tiga prinsip utama;
pertama, dalam semuamasalah ritual
keagamaan atau aspek ibadah dari
Idlam, rakyat Indonesiaharusdibiarkan
bebasmenjdankannya. Ha ini membiar-
kan munculnyakeyakinan bahwapeme-
rintah Belandatidak ikut campur tangan
daammasdah kemanan. Ini merupakan
wilayah yang pekabagi kaummudimin,
karena termasuk hal yang sensitif
keagamaan. Dengan demikian, peme-
rintah Bel andaakan berhagl merebut hati
banyak kaum muslimin supaya tidak
melakukan perlawanan terhadap peme-
rintah Belanda®

Kedua, sehubungan dengan lem-
baga-lembagasosial 1dam, atau aspek
muamal ah seperti perkawinan, warisan,
wakaf, dan hubungan sosid lain, peme-

% Muhammad Daud Ali, Op.Cit., hal. 20

rintah harus berupayamempertahankan
dan menghormati keberadaannya.
Meskipun demikian, pemerintah Belanda
harusberusshamenarik perhatian orang-
orang Indonesiaterhadap keuntungan
yang dapat diraih dari kebudayaan Barat.
Hal ini dilakukan dengan harapan agar
merekabersediamenggantikan lembaga:
lembagasosial |dam dengan lembaga
lembaga sosial Barat. Ketiga, dalam
masd ah politik, pemerintah dinasehatkan
untuk tidak memberikan toleransi
kegiatan apapun yang dilakukan oleh
kaum mudiminyang dapat menyebarkan
seruan-seruan Pan Islamisme atau
menyebabkan perlawanan politik ber-
senjatamenentang pemerintah Belan-
da 36

Keberadaan teori receptie ini,
Belanda cukup kuat untuk membuat
sebuah komis yang bertugas meninjau
kembdi wewenang PengadilanAgamadi
Jawadan Madura. Dengan rekomendas
(usulan) dari komis, lahirlah Staatblad
1937 No. 116 yang berisi pencabutan
wewenang Pengadilan Agama untuk
menangani masalah warisdan lainnya
Perkara-perkara ini kemudian dilim-
pahkan wewenangnyakepadalandraad
(Pengadilan Negeri).*

3| chtijanto, “ Pengembangan teori BerlakunyaHukum Islam di Indonesia’, dalam Tjun Suryaman,
Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan, Bandung; Rosdakarya, 1991, hal. 123.

% Alwi Shihab, Membendung Arus, Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadapo Penetrasi
Krristen di Indonesia, Bandung ; Mizan, 1998, hal. 86.

% |bid.

87 A. Qadri Azizy, Ekleksitisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum

Umum, Yogyakarta; Gama Media, 2002, hal. 155.
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Implikas yang ditimbulkan oleh
teori receptie tersebut yang menga-
kibatkan pertumbuhan dan perkem-
bangan hukum Idam yang sangat |lambat
dibanding dengan institusi lain. Jika
pemikiran Islam di Indonesiadimulai
sgak tahun 1970 madah jauh sebelumitu,
sementara pembaharuan hukum Ilam
baru mulai tahun 1970-an bahkan
tepatnyatahun 1980-an.®

Hukum Islam Masa Penjajahan
Jepang (1942-1945)

Belanda setelah berkuasa lebih
kurang hampir tiga setengah abad
lamanya, akhirnyaPemerintah Belanda
dapat dikalahkan oleh Jepang hanya
dalam tempo dua bulan yang menandai
berakhirnyapenjgahan Barat di bumi
Indonesia Namun bagi bangsalndonesia
sendiri peraihan penjgjahini tetap sgja
membawakesusahan dan kesengsaraan
bagi rakyat.*

Terkait dengan kebijakan-kebi-
jakan terhadap pelaksanaan hukum
Islam di Indonesia terkesan bahwa
Jepang memilih untuk tidak terlalu
mengubah beberapa hukum dan pera-
turan yang ada. SebagaimanaBelanda
padamasa-masaawal penjajahannya,
rezim Jepang sekarang mempertahankan

bahwa “adat istiadat” lokal, praktik-
praktik kebiasaan, dan agama tidak
boleh dicampurtangani untuk sementara
waktu, dan dalam hal-hal yang berhu-
bungan dengan urusan penduduk sipil,
adat dan hukum sosial mereka harus
dihormati, dan pengaturan yang khusus
diperlukan adanyada am rangkauntuk
mencegah munculnya segala bentuk
perlawanan dan oposisi yang tidak
diinginkan.©
Pengaruh penjajahan Jepang

yang sangat terasa adalah berkenaan
dengan Peradilan. Jepang membuat
kebijakan untuk melahirkan peradilan-
peradilan sekuler diunifikaskan menjadi
satu lembaga Peradilan yang melayani
semuagol ongan masyarakat. Dampak
dari Unifikas peradilanini menjadikan
perantetuaadat di SumateraUtaradan
Uleba ang mengaami pergeseran. Oto-
ritas mereka pada peradilan adat
dihilangkan dan yang menyangkut
administras tetap dipertahankan.*

Pengaruh kebijakan pemerintahan
Jepang terhadap perkembangan hukum
Idamdi Indoensiatidak begitu nampak.
Hal ini disebabkan karena Jepang tidak
lama menjg ah Indonesia. Perubahan
yang nampak adalah pada struktur
kelembagaan PeradilanAgamaldam.

% Ahmad Rafiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta; Gaya Media, 2001, hal.

170.

3 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal tarigan, Op.Cit., hal. 14.
40 Ratno Lukito, Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia, Jakarta; INIS, 1998, hal.

51.
4 1bid.
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Hukum Islam Masa Orde Lama
(1945-1965)

Mencermati perjalanan sejarah
yang ada pada masa pasca kemer-
dekaan, kesadaran umuat 1slam untuk
melaksanakan hukum Islam boleh
dikatakan semakin meningkat. Perju-
angan merekaatas hukum Islam tidak
berhenti hanya padatingkat pengakuan
hukum Idam sebaga subsistem hukum
yang hidup di masyarakat, tetapi sudah
sampai padatingkat lebih jauh, yaitu
legalisas danlegidas. Merekamengi-
nginkan hukumIdammenjadi bagiandari
sistem hukum Nasional, bukan semata
subtansinya, tetapi secaralegal formal
dan poigtif. Fenomenaini pertamakali
muncul setidaknyaberbarengan dengan
lahirnya Piagam Jakarta pada 22 Juni
1945, di mana sila pertama berbunyi:
“Ketuhanan yang Maha Esa dengan
kewgjiban menjalankan syari’ at agama
Idambagi pemd uk-pmwluknya’. Perju-
angan bagi legidas hukum Idam mulai
meredup setelah padatangga 18Agustus
1945, team suksesdari golongan Idlam
tidak mampu mempertahankan tujuh
kataterakhir dari hiruk pikuk polarisas
dasar Negara. Dengan hilangnyatujuh
kata tersebut, menjadi sulit untuk
melega-positipkan hukum Idam dalam
bingkal konstitusi Negara.*?

Semangat perjuangan memperta:

42 Mahsun Fuad, Op.Cit.

hankan keberadaan hukum Ilam pada
masa pasca kemerdekaan terus diupa-
yakan dengan memunculkan beberapa
teori sebagal counter terhadap teori
receptie, paingtidak adatigateori, yatu:
pertama, teori receptie exit yang
dikemukakan oleh Hazairin. Teori ini
menyatakan bahwateori receptie harus
exit (keluar) dari teori hukum Indonesia,
karenabertentangan dengan UUD 1945
sertaa-Qur’ an dan al-Hadits. Teori ini
oleh Hazairin disebut dengan teori iblis.
Kedua, teori receptie a Contrario yang
dikemukakan opleh Sayuti Thalib,
bahwahukum yang berlaku bagi rakyat
Indonesia adalah hukum agamanya,
hukum adat hanya berlaku, jika tidak
bertentangan dengan hukum agama.
Ketiga, teori eksistens, yang dikemu-
kakan olehIhtjanto. Teori ini sebenarnya
hanyamepertegasteori receptie a contra-
rio ddlam hubungan dengan hukumnasio-
na . Menurut teori eksistens ini, hukum
Idammempunyal spesifiks: (8) telahada
dalam arti sebagai bagian integral dari
hukum Nasiond; (b) telah adadadam arti
dengan kemandirian dan kekuatan kewi-
bawaanya, iadiakui oleh hukum nasiond
sertadiberi gatusssbaga hukumnasiond,;
(¢). telah ada dalam arti norma hukum
Idamberfungs sebagal penyaring bahan-
bahan hukum nasiond; dan (d) telah ada
dalam arti bahan utama dan sumber

4 Juhaya S Praja, Aspek Sosiologi dalam pembaharuan Figh di Indonesia, dlam anang Haris
Himawan, (ed), Epistemologi Syara’: Mencari Format Baru Figh Indonesia, Yogyakarta‘; Pustaka

pelgjar, 2002, hal. 126-130.
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hukum Nasiond .*

Kendati demikian, sebenarnya
dapat dikatakan bahwapadamasaOrde
Lamaposs hukumIdamtidaklahlebih
baik dari masa penjgjahan Belanda
Pandangan Soekarno terhadap Islam
sepertinyasangat sekularistik. Kendati
padaawal terbentuk Negaralndonesia,
daam sidang BPUPKI Soekarno dapat
menerimadan setuju dengan keberadaan
Piagam Jakarta. Namun setelah Soe-
karno berkuasakeberpihakannyakepa-
daldam semakin berkurang.®

Sebenarnya gagalnya piagam
Jakarta menjadi bagian dari UUD
Negara, hukum Islam berada pada
posisyang tidak menguntungkan. Tidak-
lah berlebihan, jikadiandaikan Piagam
Jakartamenjadi bagian dari Undang-
Undang Dasar, proses transformasi
hukum Ilam menjadi hukum Nasional
akan berlangsung sangat cepat dan akan
mencapai |ebih dari gpayang dapat kita
rasakan saat ini. Bagaimanapun Piagam
Jakartabukanlah satu keinginan untuk
menjadikan Indonesiasebagai Negara
Idam dan gagasanini telah disadari tidak
mungkin.Sebenarnya yang mereka
inginkan add ah bagaimanahukum Idam
sebagai hukum yang hidup dan telah

mengdami krigtdisas ddammasyaraka
muslim diakui keberadaanya dalam
maknayang sebenarnya.*

Kenyataan Piagam Jakartahanya
menjadi catatan sgjarah sgja. Dengan
demikian, keinginan untuk mentras-
formagkan hukumIdammenjadi hukum
nasional terlambat sekitar 29 tahun
(1945-1974). Eraini yang menjadikan
hubungan antara Islam dan Negara
menjadi tidak harmonis. Setidaknyapada
masa Soekarno hubungan yang tidak
harmonisini mencapai puncaknyapada
tahun 1955 yang dikenal dengan perde-
batan di Kongtituante:*” Eraini Soekarno
semakin menunjukkan sikapnya yang
tidak begitusmpatik terhadapldam. Ada
sementaraorang yang meragukankeida
man Soekarno semata-mata karena
Soekarno adal ah musuh agama.® Meski-
pundemikian, ageknyatidak adil jikatidek
menyebut beberapa bentuk perkem-
bangan hukum Idlam padaeraini. Seti-
daknyaDepartemen Agamayang berdiri
padatangga 3 januari 1946 merupakan
tonggak sgarah awa dari perjalanan
hukum Islam. Dengan terbentuknya
Departemen Agama, kewenangan Pera-
dilanAgamateahdidihkandari Menteri
Hukum kepadaMenteri Agama.®

4 Abdul halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam di Indoensia, Jakarta; Raja

Grafindo, 2000. hal. 83-84.

4 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Op.Cit., hal. 19

“1bid., hal. 20

“TA., Sydfi'l Ma arif, 1985, Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi tentang Percaturan Dalam

Konstituante, Jakarta; LP3S

4 Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, Loc.Cit.

4 1bid., hal. 22
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Hukum Islam Masa Orde Baru
(1966-1998)

Pemerintahan Ordebaru dimulai
sgjak keluarnya Surat Perintah Sebelas
Maret 1966 (Supersemar), yang pada
awalnyamemberikan hargpan baru bagi
dinamikaperkembangan Idam, khusus-
nyahukum Idamdi Indonesia. Harapan
ini muncul setidaknyadisebabkan oleh
kontribus yang cukup besar diberikan
umat |dam dalam menumbangkan Orde
Lama. Akan tetapi dalam realitanya,
harapan umat 1slam akhirnyaberbuah
kekecawaan akibat sepak terjang politik
Soeharto yang senantiasamenekan umeat
Islam, dimana umat Islam dianggap
sebagai kekuatan yang membahyakan
stabilitas dan keamanan Negara.>®
M eskipun pada paruh terakhir terjadi
akomodasi antara Islam dan Negara,
mungkin saja karena Soeharto sudah
kehilangan dukunganABRI.

Perjuangan mereka(Umat |dam)
untuk melegal-positipkan hukum Idlam
mulai menampakkan hasilnya ketika
akhirnyahukum Idam mendapat penga
kuan secarakongtitusond yuridis, justru
padasaat hubungan palitik antarapengu-
asadaamkondis tidak harmunis(1966-
1981).%t Terkait dengan perkembangan
hukum Idam, makaperlu dicatat kebera
daan UU Perkawinan tahun 1974
merupakan bukti sgjarah bahwahukum

%0 Abdul Halim, Op.Cit., hal. 102.
51 Abdul Azis Thoba, Op.Cit., hal.256.

|slam memasuki fase baru yaitu yang
disebut fase tagnin (pengundangan).
Proses pengundangannyamuncul resks
keras dari kalangan Islam karena ada
beberapapasal yang secarasubtansial
bertentangan dengan hukum Idam. Pada
akhirnyasatelah diundangkannya, garan
fightemntang perkawinantdah ditrans-
formasikan ke dalam Undang-Undang
tersebut meskipun adamodifikas >
Ketika hubungan pemerintah
dengan umat |Idam mulai saling mema-
hami poss merekamasing-masingyang
disebut dengan resiprokal kritis(1982-
1985) yang ditandai dengan penerimaan
asastungga Pancaslaoleh ormas-ormas
|dam. Padaakhirnyasikap pemerintah
mulal tampak mengakomodasi kepen-
tingan Umat |slam (1986-1999),% dan
umat I1slam sendiri muncul kesadaran
bahwakebijakan pemerintahtidak akan
menjauhkan merekadari gjaran agama
(sekuler), terkait dengan perkembangan
hukum Islam. Perlu menjadi catatan
sgjarah, keberadaan Undang-Undang
No. 7 Tahun 1989 tenatng Peradilan
Agama, sebuah lembagaperadilanyang
khususdiperuntukkan bagi umat [dam.
Hd ini mempunyai nilal strategis, sebab
keberadaanyatelah memancinglahirnya
peraturan-peraturan baru sebagal pe-
lengkap. Oleh karenanya, adalah wajar
pada tahun 1991 Presiden Rl menge-

52 Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, Op.Cit., hal. 19.

%8 Abdul Azis Thoba, Op.Cit., hal. 259
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luarkan InpresNo. 1 Tahun 1991 yang
berisi tentang sosialisasi Kompilasi

Hukum Idam (KHI). Kompilas Hukum
Islam sendiri disusun dengan tujuan
memberikan pedoman bagi paraHakim
Agamadaam memutus perkaradalam
lingkup PeradilanAgama. Terlepasdari

kontrovers latar belakang kelahiran dan
materi dari pasal-pasal yang adadida-
lamnya, fenomenaterakhir mengisya-
ratkan bahwa keberadaan KHI mulai

diproyeksikan sebagai undang-undang
resmi Negara yang digunakan dalam
lingkungan peradilan agama.> Selain
legidas hukum Idamtersebut mash ada
beberapa kasus yang dapat dijadikan
sebagai bukti akomodasi pemerintah
dengan Islam, antaralain: pengesahan
UU Pendidikan Nasional, kelahiran
ICMI, UU No. 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan, yang secaraimplicit mem-
bolehkan berdirinyaBank-Bank Syari’ ah
dengan sistem bagi hasil seperti Bank
Muamalat Indonesia. Ini sesmuameru-
pakan bukti perkembangan hukumIdam
secarakel embagaan dan produk-produk
pemikiran hukum Islam semakin kon-
krit.®

Hukum Islam Masa Orde Reformasi
(1988 — sekarang)

Pada saat bangsa Indonesia
memasuki era baru dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara, beralihnya
kekuasaan politik dari pemerintah Orde
Baru yang berkuasa selama 32 tahun
kepadapemerintahantranss BJHabibi,
ada perkembangan hukum Islam di
Indonesia. Beberapa perundang-unda-
ngan lain yang dapat dijadikan bukti
legidas hukum Idam dibidang hukum
ibadah dan perkawinan, diantaranyaUU
N0.38 Tahun 1999 tentang pengel oaan
zakat, dan UU No. 17 tahun 1999
tentang penyel enggaraan Haji sertaUU
No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas
UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama*Sementaradibidang muamala
(hukum ekonomi Idam) adalah UU No.
10 tahun 1998 tentang perubahan atas
UU No. 1992 tentang Perbankan. UU
ini merupakan salah satu kebijakan
Pemerintah BJ Habibi sebagai usaha
untuk memperbaiki krisis ekonomi
Indonesia. UU yang disahkan pada
tanggal 10 Nopember 1998 dan dicatat
dalam lembaran NegaraNo. 182 pada
tahun yang sama, dibanding dengan UU
perbankan sebelumnya, memberi pelu-
ang bagi perkembangan perbankanidam
yanglebihluas. Ha ini dapat dilihat dari
beberapapasa yang mengatur perban-
kan 1dam, mengakui secarategastentang
pembiayaan berdasarkan pringp syari’ ah
yang dapat dilakukan oleh bank Islam,
baik bank umum maupun Bank pengkre-

5 Cik Hasan Basri (ed), Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum

Nasional, Jakarta; Logos, 1999, hal. 27-38.

%5 Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, Loc.Cit.

% Mahsun Fuad, Op.Cit., hal. 57.
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ditan rakyat.>” Perubahan padaUU No.
10 Tahun 1998 atas UU No. 7 Tahun
1992 tentang perbankan lebih banyak
berkaitan dengan duaaspek, yaitu aspek
semakin kuatnya kewenangan Bank
Indonesia, dan aspek diakomodasinya
system perbankan Islam dalam sistem
perbankan nasional .

Semakin diakomodasinyasystem
perbankan |dam ddam sstem perbankan
nasional tidak terlepas dari kondisi
ekonomi dan politik yang berkembang
saat itu. Sebagaimanatelah dijelaskan,
bahwakondis ekonomi yang bdumpulih
akibat krisiskeuangan yang terjadi bulan
Juli 1997, mendorong pemerintah
mengel uarkan kebijakan ekonomi yang
dianggap mampu membawa Negara
keluar dari krigstersebut. Sdlah satunya
adalah melakukan perubahan atasUU
No. 7 tahun 1992 dengan mengadopsi
lebih banyak lagi konsep-konsep hukum
Muamalat yang berkaitan dengan per-
bankan Idam. Sementaradari S palitik,
masakepemimpinan BJHabibi meru-
pakan masa hubungan yang begitu
harmonis antara umat 1slam dengan
Negara. Habibi sebagai penguasa
menempatkan kader-kader ICMI dalam
berbagai posisi strategis dan semakin
memberi peluang bagi pengembangan
sosd ekonomi Idam.*

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka
sebagal akhir tulisanini dapatlah diambil
kesmpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan Hukum Islam di
masaKergjaan Idlam (abad XVII —
XVIII) mengdami kgayaan, menjadi
hukum yang hidup dan merupakan
hukum positipdi Nusantara. Hal ini,
disamping didukung oleh kondisi
sosial, kultural dan keimananyang
kuat, juga karena kondisi politik
ketikaitu terjadi hubungan akomo-
datif antara rakyat dengan Sultan
(R&ja) atau dengan katalain dalam
konfiguras politik yang demokratis.

2. Perkembangan Hukum Islam di
masa Penjgjahan Belanda (1760-
1942) mengalami pasang surut.
Pertama, ketika Belanda perta-
makali masuk ke Indonesamelaui
kantor dagang VVOC (1802-1880)
dengan Compendium Freiyer nya,
hukum Islam dalam batas tertentu
(perkawinan dan kewarisan) sebagai
legislasi hukum Islam pertama di
Indonesia. Strategi politik yang
menguntungkan posis hukumIdam
ini ditandai dengan dikeluarkannya
Staatsblad No. 562 tahun 19882
yang mengekui keberadaan Peradilan

57 Sutan Remy Sjahdeni, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan
Indonesia, Jakarta ; Pustaka Utama Grafiti, 1999, hal. 122

% Muhaimin, Bank Syari’ah di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap
Perbankan Syari’ah, Yogyakarta; Ull Press, 2005, hal. 197.

% 1bid., hal.199
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Agamadi Javadan Madura. Daam
kondisi politik ini ini muncul teori
Receptiein Complexu yang berarti
bagi orang Islam, hukum Islamlah
yang berlaku baginya. Kedua,
ketikaterjadi perubahan orientasi
politik Belandadenganteori Recep-
tie Snauck Hurgronye, hukumidam
mengalamai surut (krisis) yang
berakibat dilimpahkannyawewe-
nang Pengadilan Agama untuk
menangani masalahwarisdanlain-
nyakepadaPengadilan Negeri. Teori
receptie ini dilatar belakangi oleh
kebijakan politik Belanda: “1dlam
Ibadah Yes, Islam Politik No”.
Orang Idam dibebaskan meakukan
ibadah dan dilarang melakukan
kegiatan muamadah yang berdimens
politik. Hal ini, tidak lain disebabkan,
kondis politik ketikaituterjadi pola
hubungan yang antagonistik antara
pemerintah dengan rakyat atau
dalam konfigurasi politik yang
otoriter.

. Perkembangan Hukum Islam di
masa Penjgjahan Jepang (1942-
1945) tidak nampak. Namun ada
perubahan terlihat dari struktur
kelembagaan peradilanagamaldam
menjadi lembaga peradilan yang
melayani semuagolongan masya-
rakat. Faktor politik yang melatar
belakangi keberadaan hukum Idam
ketika itu adalah tidak adanya
intervens pemerintah Jepang terha
dap adap istiadat lokal, praktek-
praktek hukum keagamaan dan

sosial. Hal ini dipengaruhi oleh
kondis politik ketikaitu terjadi pola
hubungan yang akomodatif antara
pemerintah Jepang dengan rakyat.

. Perkembangan Hukum Idamdi masa

Orde Lama ( 1945-1965)

Awal kekuasaan Soekarno, hukum
Idam menjadi hukum pogitip dengan
Piagam Jekartayang ditanda dengan
tujuh kata ; ....dengan kewajiban
menjalankan syari’at Islam bagi
pemeluknya. Perjuangan legidlasi
hukum Islam mulai surut pada saat
tim sukses golongan Islam tidak
mampu mempertahankan tujuh kata
terakhir, sehinggasangat sulit untuk
menstransformasikan hukum Idlam
dalam bingkai konstitusi Negara.
Nasib hukum Idam padamasaorde
lamatidaklah lebih baik dari masa
penjgjahan Belanda, karena sikap
politik Soekarno terhadap umat
Idam sangat sekularistik yang bera-
kibat huungan politik antarapeme-
rintah dengan umat 1slam menjadi
antagonistik atau dalam konfiguras
politik otoriter.

. Perkembangan Hukum Islam di

MasaOrde Baru (1966-1998)

Awal kekuasaan Soeharto sampai
padaawal 1970-an perkembangan
hukum Idammengdami surut. Ha ini
disebabkan strategi politik Soeharto
masih mengikuti politik Kolonial
Belandayang berakibat hubungan
politik pemerintah denganumeat Idam
menjadi tidak harmunis. Pertengahan
tahun 1970-an hukum Idam menda-
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pat pengakuan secarakongtitusional
yuridis. Terbukti dengan diun-
dangkannyaUU No. 1tahun 1974
tentang perkawinan. LahirnyaUn-
dang-Undangini, secarapolitik, ava
prosespembentukannyakonservatif,
karenahubungan pemerintah dengan
umat |lamtidak harmonis, namun
pada implementasinya menjadi
responsif setel ah ada desakan kuat
dari kalangan Idam untuk merubah
beberapa pasal yang bertentangan
dengan hukum Idam. Ketikahubu-
ngan politik pemerintah dengan umat
Islam harmonis, lahirlah UU No. 7
tahun 1989 tentang PeradilanAgama
dan dilanjutkan InpresNo. 1 Tahun
1991 tentang Kompilasi Hukum
|slam, pengesahan UU Pendidikan
Nasional, ICMI, No.7 tahun 1992
tentang Perbankan yang membo-
lehkan berdirinyaBank-bank Syar’ -
ahdengan sstem bagi hasil.

. Perkembangan Hukum Islam Pada
Masa Orde Reformasi ( 1009-
sekarang)

Sgjak peralihan kepemimpinan Soe-
hartokepadaBJHabibi, HukumIidam
menga ami perkembangan yang ber-
arti, ini terbukti dengan diundang-
kannyaUU No.38 Tahun 1999tentang
zakat, UU No. 17 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan Haji, UU No. 36
tahun 2006 tentang perubahan atasUU
No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Agama, yang sdah satu pasd dari UU
ini pengaxdilanagamadiberi wewenang
untuk menangani masalah-masalah
ekono-mi syari’ ah. Sementaradibidang
Muamaat (hukum Ekonomi Idam)
addah UU No. 10tahun 1998 tentang
perubahan atasUU no. 7 tahun 1992
tentang Perbankan yang memberi
peluang luas bagi perkembangan
perbankan Islam. Perkembangan
hukum Idam padamasaBJHabibi,
tidak lain karenakonfiguras politik
ketika itu sangat akomodatif atau
demokratisdan hubungan pemerintah
dengan umat Iam harmonis yang
berakibat produk-produk hukumyang
dihaallkan menjadi respongf.
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